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KATA PENGANTAR

Sefak penvesatan Agenda 21 pada Konferensi Perseribaienr Bemgsa-Bangsa tenteng Lingkunean
ceat Pembangurian, berbagal npova telalr dilafukan wntet mengembanglan program-program pengelolaan
pesisie secara terpadu (PEST) beserta pedoman pelakeaacmma, Sefndbrmgen dengan sifat wim pesisie
yang ik bek secara spasial manpin temporal, maka muncil berbagal pandangan vang bervariast tentang
PPST dem tentemg bagaimana cava implementasinve. T, sgataniier individi denr fatar belakang disiplin
ketfnmiam vz herbeda diantara prakiisi PEST, nampatnva merpakan penvebab perbedaan fersebut.
Nemn demikion, semna kegiatan PPST baik vang sudah berlale maupun’ yang sedang berlangsung,
mesnilifi ffucn vang .::mr.rr:rf}'c:f.'u uniuk memeliara linglangan pesisie dem laut serta mencapal
penihargunian berkelatem dari wilenah pesisiy dom lonetan,

Sementara beberopa keberhasilan dan kegagalun doart berbagal kegiatem PEST di mesa lampai
telah diclolumentasifean, namen belum ade upaa tartinile mrergidentifibasi k."uf-:":faf ateni praktel pengaloman
e vang berhasil dan mea veng tidak .Gf.-n‘r}u)(-.-g}’_ sebygal aerem bagi pelakeanaan PPST di masa depan,
Sefrmg dengem mitsiatil vang telaf) dilalkan oleh berbagal negara, organivasi internasional, det lemboge
swedava masvarakal, lembaga-lembaga donor aldir-akiie el memprioritaskan PPST dalam agenda
kegiatan mereka, Pada dekade mendaang, PPST aken lebili diperfukan dan memebar gy, Oleh karene
i, tpenver ddentdfifasi dart fat-tiat keberhasilannye sengal fepat dan berguna

Stedaly meradi kesepakatan wnmem, balowa PPST lebin diperlidian di negara-negara berkembang
daeraly tropika, barena mennlils sumberdave pesisiv danw lmatan vang sarear keve dan beragam serta
sekeligus memiliv kepadaten penduduk veng Singel di wilinvah pesisie, Sika dibandingkan dengan nesara-
negara mafu, negara-negara berkembang dacral tropikia lebih banvalc mengalami kerusalan lingfungan,
Peristiva .#vnmﬁm: linglrngan fersebut pode wmpmmpa disebablan olel berbagal kegicgan pembangunan
g Hidak beratran, yeng secava langsung memipun dak langsung mempengarnii wilavealt pesivir,

Lokafeorya Tnternavional tentang "Pengelofaan Pesisiv secara Terpadu di Negaro-Negara
Berkembeng Daerafi Tropita: Belajer dari Pengalamean Keberhasilan dan Kegagalan” diselengearalon
dalam rangha menageopl periimbengem-perimbengan di atas, Lokakarya ini diadakan df Xiamen,
Republih Ralyat Cing, poda taegal 24-28 Mei 1996, Lokakarpe dimalsudbon sebagal waheme untal: seling
beviukar - pendapat ata ide anitar peseria lokakarya vang merupakar para prafaiss de peneliti di bidang
PPST. Sekitar 130 peserta dari 19 negara dan 1 organivasi interncasional dan regional saling herbagi
pengalaman den pendapat, vang merupaien dasar bagd pervistonan dofcanen ini vang berisifan kumprlan
Kiat-kiat keberhasilan dif dadam melaksonakan PPST. Dengan periataan fain, dokumen ini menyayikan hasi!
nitame dari fokakaryva, yang dimakondien unluk mengaraliican programi-program PEST df mesa mendateng
agar berada pade falur verg benar,

Hesil-hasil temuan dalam dolamen fni adalalt sembangan dari segenap peserta lokakarva, veng
mETTPGan uraian Kinglat tentang proses formulas, perancangean, dan inplemeniost dart PEST serta upaye
permvehar Iiasauna di Wilavah Asia e, Dalam pada tu, temp-tenmen tersebud giga diftaraplan
dapet diterapkan di wilayali-wilayah lain of dunia

Agear dapat dibaca olelt thalavak vemg febih lugs dan meningkatien kesadaran masvenralen,
aokimen i diterfemalikent ke dalom berbogal bahase, tervtoma Cing, Thailaud, Korea, Vietnam,
Indenesicdelaw, Spanvel, dan Perancis,

Dokumen ind distswn oleft Tim Peninns Lokakarva terdivi dawi; Dr, Peter Burbricdge, Dr. Stephen

CMven, D, Richard Kenchington, Dr. Kemmeth Brown, Dro Sanit Aksormkoae, Dr, Chia Lin Sien, e,
Seempiathy Samarakoon, and Ms. Sarah Humprey, Sumbangen dari Bapak 5. Adricm Ross, Beapak Jigmy
Ronguillo, Thu Nancy Bermas, dan Dr. Ranjith de Silva selamea persiapan dolumen ini Juga sanget
herharga, Akfirmva, tanpa kemurahian dulnegan doang dert Sida, DANCED, dean SO, dokumen int tdak
minngkin dapal diterbition.
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KONSEP

embangunan  berkelanjutan  wilayah

pesisir vang kawva dan beragam

dipengaruhi  oleh pola  kegiatan

manusia vang kompleks dan tingkat

persaingan yang tinggi antar berbagai

scktor ckonomu. Pengalaman empiris
membuktikan, bahwa  pendekatan pemba-
ngunan dan perencanaan  penggunaan lahan
vang dilakukan secara sektoral temvata ndak berhasil di dalam mencapar pemanfaatan
secara berkelanjutan dan bijaksana dan ekosistem pesisir vang merupakan ckosistem vang
kompleks dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di duma. Dalam konteks
pembangunan  berkelanjutan, pengelolaan Pesisir secara Terpadu (PPST) telah terbuku
merupakan alternauf yang lebih baik dan pada pendekatan perencanaan dan pengelolaan
wilavah pesisir secara scktoral

FPST menyajikan suatu kerangka dasar dan sepenap perangkat prakus bagi para
pembuat kebijaksanaan, perencana, dan pengelola sumberdayva alam di dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Pada umumnya, wilayah pesisir merupakan
suatu mosaik dan kumpulan berbagai cksosistem dan sumberadya alam vang sangat kava
dam beragam, yvang sangat penting dan strategis bagr pembangunan dan kesejahteraan sosial-
ckonomu dan segenap bangsa-bangsa di dumia, Jika dilaksanakan secara tepat dan benar,
PPST dapat menjamun suatu investasi pembangunan dan pemanfaatan berkelanjutan dan
wilavah pesisir beserta segenap sumberdaya alam vang terkandung di dalamnva

FPPST merupakan suatu proses yang dinamis, Wakt vang diperlukan untuk
menyelesaikan selurah tahapan dalam suatu siklus program PPST sangat bervariasi,
bergantung pada kepasitas kelembagaan vang dimuliks oleh suatu dacrah atau negara dan
kompleksitas permasalahan pengelolaan yang dihadapi. Sejak awal, program PPST
hendaknyva dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting dari
PPST dalam membangun wilavah pesisir secara optimal dan berkelanjutan, membangun
kemampuan (terutama sumberdava manusia), menumbuh suburkan kerjasama, memperkuat
kerangka hukum dan kelembagaan, dan memformulasikan serta mengimplementasikan
segenap rencana akst vang disusun atas dasar isu dan permasalahan vang ada. Dengan
semakin meningkatnya keahlian dan ketrampilan dan sumberdava manusia vang dimiliki
oleh suatu dacrah atau negara, maka ruang lingkup program PPST dapat dikembangkan
guna mengatasi isu dan permasalahan baru; mengeksplorasi peluang-peluang pembangunan
baru; dan lebth memperkuat kemampuan atau keterampilan pengelolaan, kerjasama antar
lembaga. kolaborasi, dan integrasi antara kepentingan pembangunan dan perlindungan

linglungan,



FUNGSI DAN
KEGUNAAN

alam kontcks pembangunan wilayvah

pesisir secara berkelanjutan, PPST

dapat memperbaiki pendekatan atan

teknik perencanaan pembangunan konvensional dalam empat hal utama. vaitu:

Perhatian vang lebih mendalam dan meveluruh mengenai sistem sumberdayva alam vang
unik vang terdapat di wilavah pesisir beserta kapasitas keberlanjutannva bag berbaga
macam kegratan manusia (pembangunan):

o Optimalisasi pemanfaatan serba neka (ganda) dan ckosistem pesisir serta scluruh
sumberdava alam vang terdapat di dalamnya  dengan  memperhatikan  atau
mengintegrasikan segenap informasi ekolegs, ckononus, dan sosial;

o  Penngkatan pendckatan mterdisipliner dan koordinast serta kerjasama intersekioral
dalam  mengatasi  permasalahan pembangunan  vang kompleks.  kemudian
memformulasikon strategl bag perluasan dan diversifikas) berbagai kegiatan ckonom:
dan

"

o Membantu pemenmtah dalam meningkatkan efisienst dan efeltivitas investasi kapital,
pemanfaatan sumberdayva alam, dan sumberdava manusia puna mencapai tujuan
pembangunan nasional dalam bidang ckonomi, sosial serta lmpelamgan hidup: dan
sckaligus  memenuhn ketentuan ataw kewajiban intemasional rentang, perhindungan
lingkungun wiliwvah pesisir dan lautan

al pentng vang membedakan PPST dan pendekatan atau teknik perencanaan

pembangunan kunnya adalah bahwa PPST memfasilitasi optimalisas) keuntungan

vkonomi dan sosial dan pemanfaatan sumberdaya alam serta jasa-asa lingkungan
wilavah pesisir. Manakala pembangunan berkelanjutan bergantung pada sumberdaya alam
dapat diperbahann vang berasal dan ckosistem pesisir, seperti estuaria dan terambu karang,
PPST memfasilitasi pendekatan/tcknik pengelolaan pemanfaatan sumberdava alam secara
serba neka. Pendekatan pengelelan semacam mi dapat menjamin pemeliharnan integntas
fungsional dan ckosistem pesisic dan aliran sumberdava alam secara berkesinambungan
Oleh karena itu, pembangunan sosmal<ckonomi wilavah pesisir secara berkelanjutan tidak
dapat dipisahkan dan upaya perencanaan dan pengelolaan lingkungan wilavah pesisir secara
tepal dan benar.  Hal mi sangat penung baik bagt negara-negara berkembang vang
pembangunan ckononinya sangat bergantung pada kualitas lingkungan dan sumberdava
alam terutama guna menjamin kesinambungan keamanan pangan, maupun negara-negara
miju yang pembangunan wilavah pesisimyva sudah sangat intensif,

PPST juga dapat berperan sebagai alat untuk menvelesaikan berbagai su dan
permasalahan lintas batas internasional. seperti pencemaran laut, over-cksploitasi stok
sumberdaya (ikan) milik bersama, dan konservasi keanckaragaman hayati,
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suatu program  PPST  seperti  tercantum  pada Gambar di sebelah kanan, vaitu: (1)
perencanaan, (2) formulasi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi.

Selain 1tu, di dalam mengembangkan suatu program PPST harus dilakukan keempat
hal penting berikut i

I Penyadaran masyarakat

»  Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyvarakat. terutama mercka vang terkait
dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir (stakefiolders), akan aru penung sumberdaya
pesisir bagt program pembangunan sosial-clonom nasicnal.

*  DMengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat tentang kemampuan ckosistem
pesisr dalam mendukung lelah dan saru kegiatan sosial atau ckonomi (pembangunany
secara berkesinambungard

= Mengembangkan kesadaran sceenap lapisan masvarakat tentang saling ketergantungan
dan berbaga kelompok masyvarakat pengouna terhadap barang (sumberdava alam) dan
jasa vang dihasilkan oleh ekosistem pesisir.

2  Kerjasama

»  Memngkatkan kerjasama antar berbagm instanst sektoral, sektor swasta dan kelompok
masvarakat dalam mencapai tujuan bersama,

3 Koordinasi

»  Mengembangkan koordinasi kebijaksanaan, strategn investast, pirantt administrasi, dan
berbagat baku mutu vang harmomis sebagai dasar dalam mengukur keberhasilan suatu
program PPST.

4 Integrasi

o Mengmmplementasikan dan memantau kebiaksanaan,  straten  mvestast,  pirant
admanistrasi, dan baku mutu vang harmonis schagan bagian integral dan suatu program
PPST. dan melakukan langkah-langkah  penvesuaian manakala  diperlukan,  guna
mencapar tjuan vang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dan suatu program
PPST,

PST dapat dioperasikan pada berbagni ungkat pemenntahan,  Di dalam menerapkan
Pscg_ctmp prinsip, konsep dan pedoman PPST untuk mengatasi permasalahan

pengelolaan wilavah pesisir atan untuk mengenalkan  pendekatan baru  dalam
pembangunan pada tingkat lekal, ndak perlu menunggeu sampan kebjaksanaan wntang PPST
diberlakukan pada nngkat nasional,
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KEBERHASILAN § b
D

erikut int disajikan beberapa

kiat keberhasilan  {pedoman)

yang dapat digunakan untuk
semua situasi dan kendisi pengelolaan pesisir:

1. Gunakan Pendekatan secara Sistematis dan Bertahap dalam Mengembangkan dan
Mengimplementasikan Setiap Proyek dan Program PPST,

untuk mendapatkan sumberdaya kevangan dan membangun kemampuan teknis

dan manajerial pada tngkat lokal (dimana PPST diterapkan) untuk: {1}
menumjang kegiatan identifikasi dan implementasi teknologi tepat guna; (2) menumbuh
suburkan kerjasama antar lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakefolders), dan
{3) mendukung saling tukar pemukiran dan perilaku antar pembuat kebijaksanaan, pengelola
sumberdaya dan kegiatan ckonomu, dan ilmuwan peneliti.

PPST hendaknya dikembangkan sccara sistematis agar tersedia waktu yang cukup

Penerapan program PPST lebith bakk dimulai pada tingkat lokal, kemudian
dikembangkan pada tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional seiring dengan perkembangan
keahlian vang dimiliki suatu negara. Adalah sangat menguntungkan bagi suatu program
PPST untuk memperoleh dukungan nasional vang dapat memfasilitasi kerjasama sektoral
dan kensistensi dalam kebyjaksanaan, tetapi juga sangat penting bagi suatu program PPST
untuk membangun dukungan yang kuat dari masyvarakat lokal melalu pelibatan segenap
kelompok vang terkait dan terpengaruh oleh program PPST (stakeholders) ke dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

a.  Terapkan kerangka pendekatan PPST dalam pengelolaan kegiatan sektoral.

Secara sistematis perlu diterapkan kerangka pendekatan PPST untuk meramu dan
mengatur kombinasi dari kebijaksanaan, intervensi teknologi dan manajemen dalam
mengatasi 1su serta permasalahan vang tmbul akibat pembangunan ckonomu (kegatan)
sektoral. Kerangka pendekatan PPST dapat membantu pengelolaan secara efekuf dan
kegiatan pembangunan sektoral, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pariwisata, pelabuhan, dan taman laut.




b. Gunakan kombinasi beberapa instrumen pengelolaan.

Dalam mengembangkan suatu program PPST, sebaiknya diterapkan kombinasi dari
beberapa nstrumen pengelolaan, antara lain termasuk peraturan dan perundangan;
mnstrumen pengelolaan vang berdasarkan pada mekamsme pasar (seperti harga jual
preduk laut, pajak dan subsidi). program pendidikan dan pelatihan, dan penyediaan
alternatif matapencahanan bagt penduduk lokal vang tergeser akibat pembangunan
suatu proyek besar atau vang matapencahanannyva merusak kelestarian ckosistem
pesisiT,

¢.  Gunakan pendekatan pengelolaan vang bersifat pencegahan,

Di dalam membangun wilavah pesisir sevogyanya diterapkan pendekatan vang
bersifat pencegaban terhadap terjadinva kerusakan lingkungan. Dengan perkataan lain,
kegiatan pembangunan jangan dilaksanakan terlebih dahulu, jika belum tersedia
informasi vang memadai tentang kemungkinan dampaknyva terhadap lingkungan biofisik
maupun sosialckonomi-budava, vang menjach dasar untuk pengambilan keputusan
apakah scpenap dampak tersebut dapat ditenggang oleh ckosistem wilavah pesisir,
Pendekatan semacam it akan mencegah atau memmmalkan konilik penggunaan
sumberdayva pesisir, dampak negatip terhadap lingkungan, dan hilangnyva palihan-pilihan
pembangunan di masa depan.  Contoh dari pendekatan ini adalah AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan) dan Analisis Resiko Lingkungan,

d. Ikuti prosedur PPST secara taat azas.

Dalam menerapkan PPST hendaknya proses PPST ditkut secara runtun dan taxt
azas, vaitu mulal dan tahap perencanaan, formabsasi, mnplementasi, sampan tahap
pernantavan dan evitluasi,  Scgenap tahap terschbut merupakan bagian integral vang
ranut dari suatu program PPST, Ketaatan dalam menerapkan prosedur PPST menjamin
keberhasilan  mmplementasi dari program PPST  serta upava  perbaikan  atau
penyvempurmaan dan instrumen pengelolaannva

2. Libatkan Masyarakat dalam Proses PPST

erin melibatkan semua prhak vang berkepentingan dan terlibat (stakeholders)
pada sctiap tahap dan tmgkatan dan pengembangan dan implementas: suatu
program PPST  Dukungan masyarakat sccara luas dapat membantu peningkatan
kesadaran masvarakat. mulai dan penduduk Jokal sampan para pengambil keputusan, tentang
karaktenstik dan nilan khusus serta strategis dan wilayah pesisir. Masvarakat dan scktor
swasta dapat membantu dalam upava identifikasi konflik pemanfaatan sumberdava dan
permasalahan pengelolaan lingkungan. pencntuan penyebab dan alabat dan konflik serta



permasalahan tersebut. dan mencan jalan keluamya  Dukungan masyarakat luas juga
merupakan wiahana atan mekansme untuk konsultasi, koordinasi, dan pada akhimya
integrasi dan segenap upava pengelolaan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam rangka
mewujudkan pembangunan wilavah pesisir secara berkelanjutan.

3. Integrasikan Informasi Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial sejak Awal dari Suatu
Proses PPST.

engintegrasian informasi mengenai aspek  lingkungan, ¢konomi, dan sosial

hendaknva  dilakukan  sgjak tahap awal dan suatu provek dan  program
pembangunan wilayah pesisir.  Schubungan dengan sifat dinamis dan kompleks dan
gkosistem wilavah pesisir, maka ketersediaan informasi ilmiah tentang berbagar aspek
termaksud secarn akurat dan terpercava menpadi sangat penting.  Informast semacam ini
dapat memperkuat proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilavah pesisir sccara
berkelanjutan, dan membantu upaya pemantauan tentang efektifitas perencanaan dan strateg:
pengelolaan,

Pengumpulan informasi merupakan suatu proses vang terus-menerus dalam suatu
siklus tahapan PPST, vang dapat memperkaya pengetahuan kita seiring  dengan
berlangsungnya proses PPST. Fungsi utama dan penelinan (pengumpulan data), dalam hal
i, adalah untuk memamin tersedianya informast vang diperlukan pada setiap tahap strategis
dari suatu program PPST, Sementara informasi dasar tentang wilayah pesisir di kebanyvakan
negara barangkali sudah tersedia, tetapn data kuantitatf tentang dinamika ckosistem pesisir,
dan interaksi antara pengeuna sumberdaya dan ekositem pesisic seringkali langka atau belum
tersedia.

Melengkap kekurinean informas sepert di atas tentu memerlukan upava, dana dan
waktu yang besar Padabal kebanyakan negara memiliki informasi (data) sekunder vang
cukup bamyak tentang aspek demografi, lingkungan fisik, politk, budaya, dan sosial-ckonon
vang dapat digunakan untuk memformulasi kebyjakan dan strategi pengelolaan lingkungan
wilavah pesisir.  Sayangnya, sebagian besar informasi terschut biasanva berada dalam
kekuasaan stanst scktoral, arsip perguruan tinggi, dan milik pribadi para ahli, vang
umumnya susah diakses.  Olch karena itu, scgenap sumber informasi tersebut harus
dudentifikas: dan diatur {dibuat sistemn informasinya) guna memudahkan  penclusuran,
pengolahan, dan analisisnya, sehingga dapat digunakan untuk menyusun profil lingkungan
wilayah pesisir secara sistematis ataw untuk keperluan pengelolaan lainnyva,  Profil
lingkungan wilayah pesisir dapat membantu identifikast kekurangan informasi penting vang
perlu dikumpulkan melalui penelitian baru,




a. Tingkatkan penelitian yang berorientasi untuk pengelolaan

Agenda pencliian untuk mengisi kekurangan mformast dan  untuk memperkuat
dasar ilmiah bagi pengelolaan hendaknva ditetapkan.  Perlu daingat bahwa pengumpulan
dan analisis data lingkungan dan sosialckonomi dapat sangat mahal dan memakan
waktu,  Olch karena itu. pengumpulan informasi perlu diprioritaskan untuk data atau
mformasi vang berguna bagi pemecahan 1su dan permasalahan vang penting serta
menjadi dasar vang kuat untuk menyusun perencanaan dan strategi pengelelaan.

Penelinan vang efekuf dapat mengidentifikasi berbagar alternatf pembangunan
wilayah dan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan, dan mengantsipast kemungkinan
timbulnva dampak vang membahavakan.  Berbagai tindakan cfekuf untuk mengurangi
dampak negatip dapat diidentifikasi dan duntegrasikan ke dalam provek PPST, schingga
dapat melenghkapt tujuan-tujuan sosial-ckonormi dan lmgkungan,  Apabila diprakirakan
balwa kegiatan pembangunan pesisir dapat menimbulkan dampak negatip vang
membahavakan, maka AMDAL perlu dilakukan terlebih dahulu,

b. Melakukan AMDAL Terpadu dalam  pengembangan dan  implementasi
program PPST.

Melakukan AMDAL sesudah provek atau program benjalan terbukt kurang efektif
dalam menvesuaikan atan memodifikast rancangan provek atan program.  Pengpunaan
informasi hngkungan, ckonomi, dan sosial secara proaktit dan sejak tahap awal dalam
proses PPST dapat mengurangi keperluan akan AMDAL vang biasanya sangat mahal
dan memakan waktu lama,  Pendekatan proaktit semacam i dapat mengidentifikasi
karaktenstik atau sift dani dampak dan faktor-faktor vang pedu diduga untuk
menentukan apakah modifikasi terhadap rancangan provek atau penambahan upayva-
upaya mitigast dapat mengurang dampak negatip sampai tingkat vang dapat diterima
olch ckosistem pesisir,

AMDAL terpadu, sebagar alat penapisan dan diagnostik vang efektif untuk
memprakirakan perubahan-perubahan lingkungan sebagar alabat dari dampak kumulatif
atau sinergetik vang ditimbulkan oleh berbaga kegatan ckonomi, perlu diterapkan.
AMDAL terpadu memungkinkan program PPST untuk menmvusun tindakan-tindakan
proaktif maupun reaktif dalam mengurangr dampak negatip, schinggea masih berada
dalam batas-batas dava dukung lingkungan wilavah pesisir,  Dalam pada mu, PPST
memungkinkan AMDAL terpadu menjadi lebah terarah dan efekif di dacrah-dacrah atan
zona=zona vang diperuntukan bagl pembangunan secara serba neka.

c.  Pertimbangkan sifat pemilikan bersama dari wilayah pesisic dalam penilaian
ckonomi,

Sifat permilikan bersama dan sumberdaya pesisir hendaknya  dimasukkan ke dalam
penilaian ckonomi wilavah pesisir dan penilaian alternatif pembangunan. Sejarah
panjang pembangunan pesisir di Asia dan negara-negara tropis  lainnyva  telah
menciptakan berbagar pola pemanfastan dan hak kepemilikan sumberdava alam vang



kompleks, Banvak cksositem pesisir, seperti terumbu karang, estuaria, dataran lumpur,
padang lamun, dan hutan mangrove, dianggap schagai bagian dan milik bersama
masyarakat lokal di wilayah pesisir tertentu.  Namun demikian, cara-cara pengelolaan
sumberdaya alam pesisir secara tradisional seringkah tidak dapat dipertahankan ketika
pertumbuhan penduduk dan tekanan pembangunan semakin meningkat dan bertambah
kompleks. Dalam hal mn, PPST dapat membantu untuk menghindarkan atau mengatasi
permasalahan vang berkaitan dengan over-cksploitast dan perusakan sumberdava alam
milik bersama melalwi cara atau tekmk, scperti alokasi hak penggunaan atas
sumberdaya, zonasi untuk pengelolaan pemanfaatan wilavah pesisir secara serbancka
{ganda), dan perbaikan teknik-teknik pengelolaan sumberdayva alam,

d. Gunakan analisis biaya-manfaat dalam penilaian alternatif pembangunan

Analisis biaya-manfaat (cost-penefit analysis) hendaknyva dilakukan schagai dasar
untuk persetujuan suati program atau provek PPST, Akan tetapi, dalam analisis biava-
manfaat tersebut hanis dimasukkan bak mila-nilai langsung maupun tidak langsung dan
sumberdava pesisir, vakm segenap barang dan jasa ckonomu dan lingkungan vang
dihasilkan olch cksosistem pesisir,.  Apabila memungkinkan, valuasi (penilaian) dan
aspek-aspek spiritual, budaya atau aspek-aspek kun yang kurang dapat dirasakan (fess
tangthle) dan cksosistem, vang sangat bervariasi bergantung pada munat dan kelompok
masvarakat, perlu juga dilakukan,  Nilai-mlai kualitatnf vang berkattan dengan
penggunaan non-konsumtif dan sumberdaya pesisir dan lawt dapat menjadi informas
yang sangat penting bagi para pembuat kebijakan.

4. Ciptakan Mekanisme untuk Integrasi dan Koordinasi

ekanisme-mekamsme yang dapat memfasilitasi integrasi dan  koordinasi dalam
program PPST hendaknyva dibuat sesuai keperluan. Pada dasamya integrasi dan
koordinas: merupakan dua unsur vang saling menunjang,

Integrasi dapat menciptakan: (1) harmonisasi segenap kebjjakan dan peraturan
antara vang dikcluarkan oleh pemenntah pusat, propmsi, dan kabupaten (lokal)y, (2)
keterkartan vang lebih erat antar pengelolaan berbagu sistem sumberdava alam; dan (3)
koordinasi fungsional vang lebih baik antar pihak-pihak pengelola sumberdayva alam dan
lembaga-lembaga vang terkait.  Integrasi harus dimulan sejak tahap awal perencanaan darn
program PPST.

Koordimasi memamkan peran sentral dalam menmgkatkan saling pengertian dan
kerjasama antar pihak-pihak vang berkepentingan (stakefiolders), instansi scktoral, peneliti,
pembuat kebijakan. dan pengelola sumberdayva.  Suam mekamsme kelembagaan untuk
mengkoordmasi pengembangan dan implementasi dan program PPST sangat diperlukan,
terutama pada tingkat pemenntah lokal (kabupaten). Mekamsme kelembagaan semacam ini
akan Iebih dapat diterima jika disusun atas dasar struktur kelembagaan pengelolaan yang
sudah ada,
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5. Ciptakan Mekanisme Keunangan vang Berkesinambungan

ekanisme keuangan vang berkesinambungan perlu diciptakan dalam program

PPST guna menjamin kesinambungan program itu sendin. Hal ii sama

pentingnya dengan pembentukan mekanisme kelembagaan yang tepat seperti
telah divraikan di atas. Pada saat memformulasikan suatu provek atau program PPST,
berbagai sumber kevangan yang dapat digunakan untuk menunjang  kesinambungan
kegiatan-kegiatan  pengelolaan pesisir hendaknyva  dijajaki dan  diidentifikast  sebelum
menyvelesaikan rencana final dan provek atan program.

6. Kembangkan Kemampuan Sumberdaya Manusia Dalam Bidang PPST pada
Semua Tingkat Pemerintahan

cmampuan semua phak vang berkepentingan (stokenoiders) terhadap wilavah

pesisir beserta segenap sumberdaya vang terdapat di dalamnyva perlu diperkuat.

agar dapat mendukung keberhasilan program PPST.  Kendala utama dalam

program PPST adalah kurangnva kemampuan teknis dan manajerial, khususnva
di tngkat lokal, Program PPST memerlukan para manajer pesisir dengan latar belakang
pendidikan/pengalaman dalam bidang pengelolaan lingkungan secara luas untuk dapat
memimpin dan mengkeordimast penvusunan dan unplementast program. Namun demibaan,
manajer pesisir dengan kemampuan interdisipliner atau mterpersonal semacam i, vang
dapat mengkoordinasikan kegiatan antar sektor. memobilisast sumberdava manusia dan
keuangan, dan mengarahkan penelitan vang bererientasikan pengelolaan dan pengembangan
informast belum tersecdha secara memada,  Oleh karena ity, tanpa program pengembangan
sumberdaya manusia dengan kemampuan seperti inn, formulasi dan mplementas) program
PPST akan sulit dilaksanakan, Seclain manajer pesisir dengan kemampuan imterdisipliner.
berbagai keahlian teknis dan manajemen profesional juga sangat diperlukan guna mendukung
formulast, perancangan, dan mmplementasi dari PPST vang berhasil.  Bidang keahban
tersebut, antara lain meliput

(a) Evaluasi Lingkungan dan Analisis Sumberdayva,

(b} Ekonomi Sumberdaya,

{c) Analisis Dampak Lingkungan,

(d} Sistem Informasi Geografis (S1G) dan Manajemen Informasi,
(¢) Sosiologi,

{1 Hukum,

{g} Perencanaan Kebijakan dan Tata Guna Lahan,

{h} Teknolog Penangpulangan Pencemaran,

{iy Pengembangan Program, dan

() Komunikas

Program PPST harus mencrapkan strategi vang bertujuan untuk memperkuat
sumberdayva manusia dan kemampuan kelembapaan.  Salah satn cara terbak untuk
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen secara prakns dalam bidang PPST



adalah melalui pelatihan dan partisipasi secara akuf dalam program PPST vang sedang
berjalan.  Perhatian juga perlu diberikan bagi peningkatan kemampuan pihak-pihak vang
berkepentingan (stakeholders) untuk memberikan kontribusinya bagi keberhasilan program
PPST. Hal ini dapat ditempuh melalui pertemuan publik, penyuluhan, dan lokakarva.

7. Pantau Efektifitas Proyek dan Program PPST.

FPST perlu dilakukan.  Akan tetapi. schubungan dengan kompleksitas dan sifat

dinamis dari ckosistem pesisir, maka pengukuran efektifitas ckonomis dan keragaan

(performance) lingkungan dari provek atau program PPST secara akurat tidak
selalu dapat dilaksanakan. Hal ini terutama berlaku untuk wilavah pesisir di daerah tropis, di
mana pengetahuan ilmiah tentang ckosistem alam dan sistem sosial dan wilayah pesisir
masih sangat terbatas. Oleh karena itu, faktor-faktor vang perlu dipantau beserta segenap
baku mutu (tolok ukur} dan prosedur pemilaiannya hendaknyva diidentifikasi dan ditetapkan
sejak tahap awal dari proses PPST,

Pcmamau:m dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dan seluruh siklug program

Perlu diingat bahwa pemantauan berfungsi schagai alat vang sangat baik untuk
menilal keragaan darn suatu provek atau program, dan memberikan semacam peringatan dini
tentang dampak negatip (penvimpangan dan tujuan provek) sehingga dapat dilakukan
langkah-langkah perbaikan untuk memodifikasi rancangan dan manajemen dan proyek guna
menghindan dampak negatip yang tudak terpulihkan.  Pemantauan juga berfungsi sebagai
cara untuk menilai efekufitas dar provek atau program PPST dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan,
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EVOLUSI

emantapan program-program PPST terjadi melalui pelaksanaan/penvelesaian dani
siklus-siklus program tersebut secara terus menerus

Tiap siklus merupakan rangkaian suatu proses yang sangat penting bag PPST
dalam menjawab berbagai isu mengenai pengelolaan, formulast dan pelaksanaan berbaga
kebijakan, strategi-strategi dan rencana-rencana tindakan vang akan diambil, monitoring
perkembangan  pelaksanaan dan evaluasi terhadap dampak vang ditimbulkan.  Pada
siklusnva vang pertama, PPST dimulai dengan menangani beberapa isu vang sifamya
mendesak.

Setelah melalui beberapa siklus vang berkesinambungan, lingkup geografi dan skala
dari program-programnya dapat ditingkatkan schingga dapat mencakup berbaga isu dan
masalah vang baru dan semakin kompleks.

Evolusi (perkembangan) dari suatu provek percontohan (demonsiration project)
PPST vang kecil hingga menjadi satu program dengan ruang lingkup nasional dapat
dijelaskan scbagai benkut.

Demonstrasi
Mencigtalan suaty provek
perconiohan PPST

1. Menciptakan dukungan pengelolaan

Menyusun tujuan-tujuan yang luas dan berjangka panjang bagi PPST bersama-
sama dengan pemenntah dan tujuan-tujuan vang spesifik berjangka pendek untuk provek
percontchan.

2. Memilih lokasi percontohan berdasarkan kriteria di bawah ini,

a. Dapat dikelola : Daerah dari lokasi vang dipilih dan isu-isu yang akan dikelola
masil berada dalam batas kemampuan keuangan dan sumberdaya manusia vang
dimiliki dalam program tersebut.

b. Dapat diterapkan di tempat lain : Kerangka institusi pengelolaan dan kiat-kiat
pengelolaan program dapat dilaksanakan/diterapkan di daerah lain.

¢. Nilai Penting : Lokasi dan isu-isu vang dihadapi cukup penting dan mendapat
perhatian secara luas.



Memfokuskan pada penyelesaian beberapa isu spesifik vang dapat menumbuhkan
timbulnya dukungan politis dan dukungan masyarakat terhadap program PPST.

Menciptakan kesadaran masyvarakat dan kebijakan-kebijakan untuk mendukung
pelaksanaan PPST.

Memformulasikan program PPST.

Menciptakan mekanisme koordinasi antar institusi untuk meningkatkan kerjasama
di antara mereka.

Meningkatkan kapasitas (sumberdaya manusia) di tingkat daerah.
Melakukan penelitian mengenai isu-isu pengelolaan tertentu,

Memperkuat legislasi (peraturan perundangan) vang mengatur pengelolaan
wilayah pesisir dan sumberdaya kelautan.

10. Menghimpun sumber dana untuk mengoptimalkan program.

.

Konsolidasi

Melaksanakan program PPST.

Melakukan konsolidasi terhadap f.i;iruf-ﬂ;m.f yang fef:?f.i (fm:i'p.u
dan merailt kepercavaan yvang febili ingei datamn pefafsanaan
progeam PPST vang febih heas,

L.

2.

Memantau perkembangan (program) dan evaluasi dampak-dampaknya,

Menyaring hal-hal vang dapat ditarik sebagm pelajaran dan evaluasi kembali
keefektifan strategi-strategi dan metode-metode vang telah diterapkan,

Menyempurnakan rencana-rencana PPST dan rancangan pengelolaannya, juga
perbaharui informasi yang diperoleh dari pemantauan.

Melaksanakan program PPST yang telah disempurnakan,

Mengevaluasi hasil vang dicapai atas dasar tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan pada awalnya.

Memelihara/menjaga keberlangsungan program PPST di lokasi percontohan,
Melakukan  konsolidasi  terhadap  pengalaman,  pengetahuan,  pendekatan-

pendekatan, metodologi, dan keahlian yang didapatkan dari pelaksanaan proyck
demonstrasi,
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Replikasi/Pengulangan

Memperfuas penerapan program PPST

Memasarkan keberhasilan  dari program  percontohan  PPST  dan
mempromosilan PPST di daerah lain dengan menunjukkan bukti bahwa
kerangka kelembagaan dari program PPST dapat berfungsi dengan baik,
peranannya dapat dimengerti dan diterima oleh badan-badan pemerintah
Iainnya serta masyarakat di lokasi,

Menunjukkan bahwa beberapa masalah vang terdapat di wilavah pesisir telah
dapat dikelola densan berhasil melalui PPST.

Mempromosikan pelaksanaan PPST di wilayah pesisir lainnya (khususnya di
tingkat lokal) dengan menggunakan tipologi yang sama atau dimodifikasi.

Menyempurnakan lebih lanjut pendekatan-pendekatan dan metodologi PPST
untuk penerapannya dalam pengelolaan pembangunan sektoral, termasuk
perikanan, budidava, pelabuhan, dermaga, pariwisata dan industri.

Menyusun kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di tingkat propinsi dan
nasional untuk menetapkan program -program PPST di wilayah pesisir.

Meningkatkan Kkapasitas sektor pemerintahan, akademis dan swasta dalam
program PPST, baik di tingkat propinsi maupun nasional.

Memastikan dan memelihara kesinambungan komitmen politik yang semakin
kuat dan prioritas terhadap pelaksanaan PPST.



PENYULUHAN

Mengembangkan program nasionad wilavah pesisir yang cfektif.

'.fl
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Menciptakan kebijakan yang tepat untuk memungkinkan pengembangan
program PPST di tingkat dacrah, propinsi maupun nasional, yang ditetapkan
berdasarkan luasan wilavah pesisir. dan kondisi-kondisi fisik dan sosial-
ekonomi wilayah pesisir tersebut.

Menciptakan prosram pesisir yang tepat vang dapat mengakomodasikan
tujuan, sasaran pembangunan dan kondisi lingkungan vang terus berkembang
di tingkat nasional, propinsi maupun dacrah.

Menvelaraskan peraturan-peraturan di tingkat nasional, propinsi, dan lokal
untul meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan hukum.

Meningkatkan penelitian antar disiplin ilmu dalam menjawab permasalahan
pengelolaan secara umum dan ciptakan standarisasi tata cara pemantauan
terhadap kualitas lingkungan.

Memelihara keseimbangan antara hak-hak swasta dan masyarakat serta
antara kepentingan daerah dengan nasional.

Mengintegrasikan proses-proses PPST dengan prosedur yvang efektif yang
mengatur penggunaan daerah aliran sungai (DAS) dan laut pesisir,

Mempromosikan  adopsi dan  implementasi dari konvensi-konvensi  dan
persetujuan-persetujuan internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah
tentang permasalahan antarlintas negara,

Menciptakan program peningkatan kapasitas jangka panjang untuk berbagi
pengalaman dan pengembangan kemampuan.

Menyusun mekanisme pendanaan yang berkesinambungan di tingkat nasional
agar dapat memobilisasi sumber-sumber dana yang berasal dari pemerintah,
swasta, donor-donor dan pensguna-pengeuna sumberdayva terschut,

Mengintegrasikan program PPST ke dalam rencana pembangunan ckonomi
nasional,

15
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11. Mencrapkan pendekatan PPST untuk pemecahan masalah  dan  isu-isu
internasional,

volusi (perkembangan) dart PPST dapat diperluas untuk  memecahkan
masalah-masalah lintas batas di tingkat internasional. Sebagai contoh, negara-
negara anggota ASEAN telah bekerjasama dalam pengembangan satu
program regional PPST dengan saling bertukar informasi dan keahlian
Provek-provek demonstrasi i tap negara dapat dijadikan contch {model) wntuk
pengembangan  PPST di tngkat propinsi dan nasional dan untuk menjawab
permasalahan bersama seperti  pentingnva mengurangi pencemaran laut, dan untuk
melindungi habitat pesisir vang mendukung keberadaan sumberdaya ikan bersama,

Denmark. Jerman  dan Belanda telah menvusun Konvensi Tiga Negara
{Trilateral) dan satuan-satuan kerja antar pemerintahan untuk membantu menyelaraskan
kebijakan  nasional,  peraturan/perundangan  dan  pengaturan  pengelolaan  agar
menciptakan pembangunan vang berkelanjutan dari ekosistem pesisir vang berada dalam
perbatasan ketiga negara tersebut (Laut Wadden).

Dua contoh pelaksanaan terschut di atas menunjukkan bahwa PPST dapat

menjawab permasalahan nasional dan internasional yang mempengaruhi pembangunan
berkelanjutan dari sistem wilayah pessir dan laatan.
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